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Abstrak 

 
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak 
anak dan memberikan perlindungan bagi mereka di wilayah masing-masing, dengan harapan 
anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Meningkatnya kasus kekerasan 
terhadap anak setiap tahun dan keberadaan anak-anak dalam situasi eksploitasi ekonomi di 
Kota Pekanbaru menunjukkan adanya masalah dalam mencapai keberhasilan kebijakan ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak di 
Pekanbaru pada pemenuhan klaster perlindungan khusus untuk periode 2022-2024 serta 
mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian isi kebijakan menyebabkan indikator evaluasi 
menurut kriteria Dunn, seperti efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, 
tidak berjalan optimal, sedangkan indikator kecukupan dinilai sudah optimal. Kendala dalam 
pemenuhan klaster perlindungan khusus meliputi kesulitan pemerintah dalam mengendalikan 
anak yang berada dalam situasi eksploitasi di tengah arus migrasi di Kota Pekanbaru, 
kurangnya sumber daya yang mendukung, dan rendahnya koordinasi antara orang tua dan 
dinas terkait dalam memberikan hak perlindungan kepada anak. Penguatan koordinasi, 
sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan pendampingan diperlukan agar perlindungan 
khusus anak dapat lebih efektif, merata, responsif, dan tepat sasaran. 
 
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus   
 

Abstract 
 

Child-friendly city policy was a government effort to fulfill children’s rights and provide 
protection within its respective jurisdiction, with the expectation that children would grow and 
develop optimally. The increasing number of child violence cases each year and the continued 
presence of children in situations of economic exploitation in Pekanbaru City indicated 
problems in achieving the policy’s success. This study aimed to evaluate the implementation 
of the child-friendly city policy in Pekanbaru City in fulfilling the special protection cluster during 
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the 2022–2024 period and to identify the obstacles encountered. The research used a 
qualitative descriptive method through interviews, observation, and documentation. The study 
finds that mismatches in policy content cause Dunn’s evaluation indicators effectiveness, 
efficiency, equity, responsiveness, and timeliness to not function optimally, while adequacy is 
assessed as already optimal. Obstacles in fulfilling the special protection cluster include the 
government’s difficulty controlling children in exploitative situations amid Pekanbaru’s 
migration flows, insufficient supporting resources, and weak coordination between parents and 
agencies in delivering children’s protection rights. Strengthening coordination, human 
resources, budget, facilities, and mentoring is required to make special protection for children 
more effective, equitable, responsive, and well-targeted. 
 
Keywords: Policy Evaluation, Child-Friendly City, Special Protection Cluster 

 
 

LATAR BELAKANG 
Anak merupakan aset penting bagi bangsa, yang keberadaannya memengaruhi 

kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak dan 
pemberian perlindungan yang optimal menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah 
daerah, untuk menjamin anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan 
baik sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka. Dalam konteks pembangunan, anak tidak 
hanya dilihat sebagai kelompok usia yang perlu perhatian, tetapi juga sebagai subjek yang 
berhak atas kebijakan yang menjamin hak hidup, pertumbuhan, pendidikan, kesehatan, 
perlindungan, dan partisipasi.  

Di tingkat nasional, berbagai regulasi telah dibuat untuk memperkuat perlindungan 
anak, salah satunya melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, 
Kabupaten/Kota Layak Anak adalah daerah yang memiliki sistem pembangunan yang 
menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan 
berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan bahwa perlindungan anak tidak hanya memerlukan 
komitmen normatif, tetapi juga implementasi nyata melalui kelembagaan yang kuat, koordinasi 
lintas sektor, dan pemenuhan lima klaster hak anak sebagai indikator keberhasilan kebijakan. 
Namun, realitas perlindungan anak di berbagai daerah masih menunjukkan adanya masalah 
serius. Dokumen dasar penelitian ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak 
masih sering terjadi dan cenderung meningkat, sedangkan pelanggaran hak anak juga masih 
ditemukan dalam berbagai bentuk. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan 
tidak selalu sejalan dengan capaian implementasi di lapangan. Dengan demikian, kebijakan 
perlindungan anak memerlukan evaluasi yang tidak hanya mempertimbangkan keberadaan 
program, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan 
anak secara faktual. Kota Pekanbaru, yang telah menetapkan kebijakan Kota Layak Anak, 
juga menghadapi tantangan serupa. Pekanbaru telah memiliki dasar hukum untuk 
penyelenggaraan Kota Layak Anak melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota, serta 
telah menerima beberapa penghargaan dalam penyelenggaraan KLA. Namun, hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa capaian pada klaster perlindungan khusus masih menjadi titik lemah 
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dibandingkan klaster lainnya. Berikut hasil penilaian pada masing-masing klaster kota layak 
anak: 

 
Tabel 1. Hasil Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak Kota Pekanbaru Tahun 

2019 
 

Klaster 
 

Penilaian 
Maksimal 

Nilai 
maksimal 

Kelembagaan 100 100 

Klaster I Hak Sipil dan 
Kebebasan 

114 125 

Klaster II Lingkungan Keluarga 
dan Pengasuhan 

164,50 180 

Klaster III Kesehatan Dasar dan  
Kesejahteraan 

126,25 150 

Klaster IV Pendidikan, Waktu 
Luang, Budaya 

122,50 130 

Klaster V Perlindungan Khusus 160,10 215 

Kecamatan/Desa/Kelurahan layak 
anak 

80, 50 100 

Total 867,785 1000 

Sumber: Haidar, 2022 
Dari tabel 1, terlihat bahwa Kota Pekanbaru memperoleh nilai 867,785 dari evaluasi 

DP3APM. Ini menunjukkan bahwa Pekanbaru belum memenuhi kriteria untuk menjadi Kota 
Layak Anak, yang memiliki nilai maksimum 1000. Di antara berbagai klaster, klaster 
perlindungan khusus mencatat nilai terendah, yaitu 160,10, sedangkan nilai yang seharusnya 
dicapai adalah 215. Selain itu, di klaster perlindungan khusus ini, masih ditemukan kasus anak 
dalam situasi eksploitasi ekonomi, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), serta 
berbagai bentuk kekerasan, yang menunjukkan bahwa perlindungan anak belum berjalan 
secara optimal. Dan hal tersebut dapat dengan jelas dilihat pada tabel 2 di bawah ini: 

 
Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Dengan Anak Sebagai Korban Pada 

Tahun 2022-2024 
 

Jenis Kasus 
 

2022 2023 2024 

Anak berhadapan dengan hukum 4 21 47 

Anak dalam situasi darurat 0 0 0 

Anak korban pornografi 1 1 0 

Anak korban penculikan, penjualan, 
perdagangan 

5 3 0 
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Anak korban kekerasan fisik dan 
psikis 

36 27 30 

Anak korban kejahatan seksual 55 56 38 

Anak penyandang disabilitas 0 0 0 

Anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran 

2 0 4 

Anak dengan perilaku sosial 
menyimpang 

2 1 4 

Total keseluruhan 105 109 123 

 
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa ABH merupakan kasus yang mengalami 

kenaikan serta kasus yang paling banyak terjadi di tahun 2024. Kasus kekerasan seksual 
mengalami penurunan di tahun 2023-2024 namun kasus tersebut nomor 2 tertinggi setelah 
kasus ABH. sementara kasus anak dalam situasi darurat dan anak penyandang disabilitas 
tidak ada dari tahun 2022 sampai 2024. Kasus anak korban kekerasan fisik & psikis; perlakuan 
salah dan penelantaran; dan perilaku sosial menyimpang menunjukkan kenaikan pada tahun 
2023-2024. Dapat di lihat dari tahun ke tahun total kasus kekerasan dengan anak sebagai 
korban kekerasan semakin bertambah. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara tujuan 
kebijakan dan hasil implementasinya. Di satu sisi, DP3APM telah menyediakan perangkat 
regulatif, program, dan kelembagaan pendukung; tetapi di sisi lain, masih terdapat anak-anak 
yang dalam situasi rentan dan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan yang layak. 
Situasi ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas pencapaian 
tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, kecukupan program, pemerataan akses layanan, 
responsivitas terhadap kebutuhan anak, serta ketepatan kebijakan dalam menangani masalah 
perlindungan khusus. 

Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk mengevaluasi kebijakan 
penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada pemenuhan klaster perlindungan 
khusus untuk periode 2022–2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi 
berbagai kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, sehingga hasilnya 
diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan dan penguatan 
perlindungan anak di tingkat daerah. 

 
METODE 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong 
mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk 
mengetahui dan memahami yang terjadi secara holistik dan mendalam tentang perilaku dan 
tindakan dari subjek penelitian untuk digambarkan pada suatu kondisi khusus dengan 
memanfaatkan cara yang murni (Alaslan, 2021). Pendekatan deskriptif digunakan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Pekanbaru periode 
2022-2024, fokus pada pemenuhan klaster perlindungan khusus. Tujuan pendekatan ini 
adalah mengidentifikasi fakta-fakta empiris terkait permasalahan dalam pelaksanaan 
kebijakan yang berdampak pada perlindungan anak. Pemilihan informan melalui teknik 
purposive sampling meliputi Analis kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan Perempuan dan 
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Anak pada DP3APM, Kepala Sub Bagian TU UPT PPA, Kepala seksi rehabilitasi dan 
perlindungan anak pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Ketua dan Tim Fasilitator Forum Anak, 
Orangtua dan anak korban kekerasan.  

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara tatap muka 
bersama para informan, observasi terhadap interaksi petugas perlindungan anak terkait 
adanya koordinasi atau saling lempar tugas, interaksi anak di lingkungan rawan kejadian 
kekerasan, dan  penyediaan fasilitas perlindungan khusus anak, serta dokumentasi yuridis 
dan empiris terkait laporan kasus kekerasan, data keberhasilan kinerja sesuai indikator 
pemenuhan hak anak pada setiap klaster KLA,  kemudian di analisis menggunakan model 
interaktif dari Miles & Huberman, dan Saldana yaitu pengumpulan data, kondensasi data, 
penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Efektivitas  

Efektivitas berfokus pada pencapaian hasil (outcome) yang sesuai dengan target-
target kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah 
dapat dianggap efektif jika tujuan dan sasaran kebijakan tersebut berhasil dicapai. Dalam 
konteks kebijakan KLA di Kota Pekanbaru, visi utamanya adalah menjadikan kota ini aman, 
ramah, dan melindungi seluruh hak anak. Untuk mengevaluasi pencapaian tersebut, terdapat 
dua kriteria penilaian efektivitas, yaitu: pertama, tujuan kebijakan, dan kedua, sasaran 
kebijakan. 

Tujuan kebijakan KLA di Kota Pekanbaru tercantum dalam Perwako Pekanbaru Nomor 
111 Tahun 2021, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan anak dalam klaster 
perlindungan khusus bagi empat indikator anak, yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang 
berhubungan dengan hukum (ABH), anak korban eksploitasi, serta anak-anak yang berasal 
dari komunitas minoritas atau daerah terisolasi. Penanganan dilakukan melalui dua jalur 
utama: pencegahan (preventif) dan pelayanan (kuratif). Pencapaian positif di bidang 
pencegahan terlihat dari penurunan angka kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak 
pada periode 2022–2023, berdasarkan data dari UPT PPA dan catatan Unit PPA Polresta 
Pekanbaru. Selain itu, intervensi kebijakan juga direalisasikan melalui program pelatihan 
keterampilan bagi ABH di LPKA Kelas II Pekanbaru, seperti pelatihan servis AC, untuk 
mempersiapkan anak kembali ke masyarakat. 

Berdasarkan kriteria tujuan kebijakan, implementasi Perwako Pekanbaru Nomor 111 
Tahun 2021 pada klaster perlindungan khusus dinilai telah efektif. Indikator efektivitas ini 
terlihat dari keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak 
selama periode 2022–2023 serta penyediaan respons pelayanan yang adaptif terhadap 
kebutuhan korban, baik dalam bentuk layanan psikologis maupun pendampingan hukum. 
Inovasi seperti Sistem Informasi Mobil Keliling Bagi Perempuan dan Anak (SIMOLEK 
BAPERAN) dan sosialisasi berbasis sekolah telah terbukti memperluas edukasi publik 
mengenai akses layanan gratis untuk perlindungan anak. 
Sasaran kebijakan. 
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Tingkat ketercapaian program dalam menjangkau kelompok sasaran di Kota 
Pekanbaru dapat dilihat dari pemanfaatan layanan perlindungan khusus yang dikelola oleh 
UPT PPA Kota Pekanbaru. Data kuantitatif penerima manfaat pada tahun 2023 dan 2024 
disajikan dalam Tabel 3 berikut: 

 
Tabel 3. Jumlah Penerima Manfaat Layanan UPT PPA Kota Pekanbaru (2023–2024) 

No Jenis Layanan 2023 2024 

1. Konseling  119 134 
2. Pengaduan  160 156 
3. Pendampingan  160 156 

 Total 439 446 

Berdasarkan Tabel 3, terjadi peningkatan total penerima manfaat layanan 
perlindungan dari 439 anak pada tahun 2023 menjadi 446 anak pada tahun 2024. Namun, 
hasil wawancara di lapangan mengindikasikan keberadaan fenomena anak jalanan dan 
korban eksploitasi ekonomi di titik-titik rawan (seperti Simpang 4 Lampu Merah Jl. Soekarno-
Hatta) yang didominasi oleh anak-anak non-warga Kota Pekanbaru (berasal dari luar daerah 
seperti Bangkinang dan Sumatera Barat) yang belum terjangkau layanan secara optimal. Di 
sisi lain, berdasarkan kriteria sasaran kebijakan, implementasi perlindungan khusus ini 
dianggap belum sepenuhnya efektif atau optimal. Meskipun jumlah penerima manfaat layanan 
di UPT PPA meningkat, program perlindungan masih menghadapi tantangan dalam 
menjangkau semua anak korban eksploitasi secara merata. Kompleksitas dinamika Kota 
Pekanbaru sebagai kota besar dan pusat ekonomi daerah menjadi faktor utama yang memicu 
munculnya masalah sosial seperti anak jalanan. 
 
Efisiensi 

Efisiensi berkaitan dengan besarnya usaha yang dilakukan oleh DP3APM dalam 
melaksanakan kebijakan penyelenggaraan KLA untuk memenuhi hak perlindungan anak. 
Usaha dalam melaksanakan perlindungan khusus anak berdasarkan Peraturan Wali Kota 
Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 dilakukan melalui penguatan kelembagaan, termasuk 
advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, serta sarana dan 
prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan khusus anak dilaksanakan 
secara terpadu dengan dukungan anggaran, program, sarana prasarana, dan koordinasi antar 
perangkat daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, upaya yang dilakukan oleh Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) 
masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait sumber daya manusia, anggaran, 
dan fasilitas pelayanan. Jumlah SDM di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan 
khusus anak belum mencukupi kebutuhan ideal, sehingga pelaksanaan tugas tidak sebanding 
dengan beban kerja yang harus ditangani.Situasi ini diperparah dengan adanya kekosongan 
jabatan dan ketergantungan pada tenaga kontrak untuk mendukung layanan perlindungan 
anak. Dari sisi anggaran, kegiatan pencegahan seperti sosialisasi mengenai perkawinan anak 
dan pekerja anak belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh sekolah di Kota 
Pekanbaru. Keterbatasan dana membuat jangkauan program menjadi terbatas, sehingga 
upaya pencegahan belum dapat dilakukan secara merata. Selain itu, fasilitas pelayanan yang 
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ada, seperti ruang konseling dan ruang konsultasi hukum, belum sepenuhnya memenuhi 
standar yang ditetapkan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana pendukung layanan perlindungan anak masih 
perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih aman, nyaman, dan efektif. Secara keseluruhan, 
temuan ini menegaskan bahwa rendahnya efisiensi penyelenggaraan perlindungan khusus 
anak disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan layanan dan ketersediaan 
sumber daya. Oleh karena itu, penguatan SDM, peningkatan alokasi anggaran, dan perbaikan 
sarana dan prasarana menjadi langkah penting untuk mendukung optimalisasi kebijakan KLA, 
khususnya dalam perlindungan anak di Kota Pekanbaru. 
 
Kecukupan 

Kecukupan merupakan kemampuan suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan 
sasaran dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pada implementasi Kota Layak 
Anak (KLA), kecukupan menunjukkan sejauh mana program dan layanan pemerintah mampu 
memenuhi kebutuhan perlindungan anak, khususnya anak yang berada dalam kondisi rentan. 
Kota Pekanbaru telah memperoleh penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya dengan 
nilai 700 dari 1.000. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam 
mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
indikator KLA pada klaster perlindungan khusus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam 
menciptakan lingkungan yang aman bagi anak melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi 
masyarakat. Pemerintah juga terus menyesuaikan kebijakan, seperti penerapan Kawasan 
Tanpa Rokok serta sosialisasi keselamatan anak bekerja sama dengan berbagai OPD dan 
pihak swasta. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan perlindungan anak diupayakan melalui 
pendekatan kolaboratif.  

Kecukupan kebijakan KLA khususnya pada klaster perlindungan khusus telah 
memenuhi seluruh kebutuhan anak korban kekerasan. Terlihat program yang tersedia 
berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan awal, perlindungan pascapenanganan, 
seperti reintegrasi sosial dan jaminan keamanan anak setelah kembali ke keluarga. Dengan 
demikian, keberhasilan penyelesaian kasus mencerminkan terpenuhinya kebutuhan 
perlindungan anak secara berkelanjutan. Upaya pemenuhan kebutuhan korban juga dilakukan 
melalui penyediaan rumah aman, layanan trauma healing, rehabilitasi sosial, serta mekanisme 
rujukan bagi kasus yang memerlukan penanganan lanjutan. Data menunjukkan bahwa 
penerima manfaat rumah aman meningkat dari tidak ada pada tahun 2023 menjadi sembilan 
anak pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa layanan tersebut mulai 
dimanfaatkan sebagai sarana pemulihan psikologis bagi anak yang membutuhkan 
perlindungan khusus. Selain itu, rehabilitasi sosial dasar diberikan melalui pemenuhan 
kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal sementara sesuai Standar Pelayanan 
Minimal, disertai asesmen untuk menentukan tindak lanjut. Anak yang membutuhkan 
penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke lembaga terkait sesuai jenis kasusnya. Pemerintah 
juga melaksanakan edukasi dan trauma healing yang melibatkan anak dan orang tua sebagai 
bagian dari proses pemulihan. 

Berdasarkan hasil penelitian, indikator kecukupan pada klaster perlindungan khusus di 
Kota Pekanbaru telah menunjukkan capaian yang baik melalui berbagai kebijakan, layanan 
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rehabilitasi, rumah aman, trauma healing, serta kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, 
kebijakan yang ada telah memenuhi sebagian besar kebutuhan anak dan dari upaya 
pemantauan dan evaluasi secara berkala tetap diperlukan agar kondisi optimal tersebut dapat 
dipertahankan serta ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masa 
mendatang. 

 
Pemerataan  

Pemerataan mengacu pada penilaian dalam akses layanan perlindungan khusus dapat 
digunakan secara menyeluruh oleh setiap anak yang berada dalam kondisi rentan terhadap 
tumbuh kembangnya dan pemenuhan akan kebutuhan anak dalam perlindungan khusus 
berjalan dengan prinsip penyelenggaraan kota layak anak yaitu non-diskriminasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa indikator pemerataan dalam evaluasi penyelenggaraan Kota 
Layak Anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus anak di Kota Pekanbaru telah 
diupayakan melalui pemberian akses layanan yang setara bagi seluruh anak tanpa 
diskriminasi. Pemerintah melalui DP3APM dan UPT PPA menyediakan layanan Sistem 
Informasi Mobil Keliling Bagi Perempuan dan Anak (SIMOLEK BAPERAN) untuk menjangkau 
masyarakat yang sulit mengakses layanan secara langsung. Selain itu, anak berkebutuhan 
khusus, anak dari keluarga kurang mampu, maupun anak tanpa dokumen kependudukan 
tetap memperoleh layanan sesuai kebutuhan, termasuk melalui mekanisme rujukan dan 
penyediaan pendamping seperti ahli bahasa isyarat atau terapis. Keterlibatan anak difabel 
dalam Forum Anak juga menunjukkan adanya upaya mewujudkan kesetaraan dalam 
partisipasi. 

Meskipun demikian, pemerataan layanan belum sepenuhnya optimal. Kendala 
geografis menyebabkan masyarakat yang berada jauh dari pusat kota membutuhkan waktu 
lebih lama untuk memperoleh layanan. Selain itu, anak putus sekolah dan anak jalanan masih 
menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi mengenai layanan perlindungan 
dibandingkan anak yang bersekolah karena sosialisasi lebih banyak dilakukan di lingkungan 
pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat kebijakan belum dirasakan secara 
merata oleh seluruh anak rentan dalam perkembangan hidupnya sebagai kelompok sasaran 
kebijakan KLA pada perlindungan khusus anak. Dengan demikian, indikator pemerataan 
dalam evaluasi kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus anak dinilai belum optimal. 
Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan layanan secara adil dan inklusif, masih 
terdapat kesenjangan dalam pemerataan akses informasi dan jangkauan layanan sehingga 
prinsip keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan belum sepenuhnya tercapai. 
 
Responsivitas  

Evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Pekanbaru pada indikator 
responsivitas dapat dilihat dari kemampuan DP3APM dalam merespons laporan, kebutuhan, 
dan keluhan anak secara cepat, tepat, serta memberikan layanan perlindungan yang sesuai 
dengan kondisi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3APM dan UPT PPA telah 
berupaya meningkatkan responsivitas pelayanan dengan menyediakan berbagai mekanisme 
pengaduan, seperti layanan langsung, hotline, WhatsApp, serta melibatkan Aktivis 
Perlindungan Anak dalam penanganan awal kasus di lingkungan masyarakat. Penanganan 
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dilakukan berdasarkan asesmen kebutuhan korban, sehingga layanan psikologis, hukum, 
pendampingan, maupun rujukan diberikan sesuai jenis kasus. Selain itu, pemerintah juga 
membuka ruang partisipasi anak melalui Forum Anak dan Musrenbang sebagai sarana 
penyampaian aspirasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 

Meskipun demikian, indikator responsivitas belum sepenuhnya optimal. Proses 
penanganan kasus masih memerlukan tahapan administrasi, verifikasi, asesmen, dan 
kelengkapan dokumen sehingga memperlambat tindak lanjut. Keterbatasan sumber daya 
manusia, seperti konselor hukum, pendamping hukum, dan psikolog, juga belum sebanding 
dengan peningkatan jumlah laporan kasus setiap tahunnya. Kondisi tersebut menyebabkan 
kecepatan dan kualitas respons belum mampu memenuhi harapan masyarakat secara 
maksimal. Dengan demikian, indikator responsivitas dalam evaluasi kebijakan KLA pada 
klaster perlindungan khusus anak di Kota Pekanbaru dinilai belum optimal. Meskipun 
pemerintah telah menyediakan mekanisme layanan yang mudah diakses serta menerapkan 
prinsip pelayanan CEKATAN (Cepat, Akurat, Akuntabel, Terintegrasi, dan Komprehensif), 
efektivitas respons masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, 
penyederhanaan prosedur administrasi, dan optimalisasi penanganan kasus agar pelayanan 
dapat diberikan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan korban. 
Ketepatan  

Evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru pada indikator ketepatan 
dapat dilihat dari kesesuaian program dan layanan perlindungan khusus dengan kebutuhan 
riil anak sebagai sasaran kebijakan, sehingga mampu memberikan perlindungan dan 
memastikan pemenuhan hak anak sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kebijakan KLA dalam klaster perlindungan khusus telah 
diimplementasikan dengan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, termasuk 
perlindungan, rehabilitasi, pendampingan hukum, layanan psikologis, dan pemenuhan hak 
anak. Penentuan layanan dilakukan berdasarkan verifikasi laporan kasus, asesmen, dan 
identifikasi kebutuhan korban, sehingga program yang diberikan lebih tepat sasaran. Selain 
itu, kolaborasi antara DP3APM, UPT PPA, dan pemangku kepentingan lainnya mendukung 
pelaksanaan program perlindungan anak secara terpadu. 

Dengan demikian, indikator ketepatan dalam evaluasi kebijakan KLA pada klaster 
perlindungan khusus anak di Kota Pekanbaru dinilai belum optimal. Meskipun program telah 
dirancang berdasarkan kebutuhan anak dan memberikan manfaat yang relevan, efektivitas 
pencapaian sasaran masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sinergi antar pemangku 
kepentingan, perluasan jangkauan program, dan optimalisasi implementasi kebijakan agar 
perlindungan khusus dapat menjangkau semua anak yang membutuhkan. 
Kendala dalam Mencapai Keberhasilan Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di 
Kota Pekanbaru pada Klaster Perlindungan Khusus 

Pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam klaster perlindungan khusus 
anak di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas 
implementasinya. Pertama, tingginya arus migrasi ke Kota Pekanbaru sebagai pusat 
perekonomian menyebabkan kasus eksploitasi ekonomi anak terus meningkat, sehingga 
upaya penjangkauan dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah belum mampu menekan 
munculnya kasus baru secara berkelanjutan. Kedua, keterbatasan sumber daya, baik dari segi 
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sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana, menghambat optimalisasi 
pelayanan perlindungan anak. Jumlah tenaga profesional seperti psikolog, konselor hukum, 
dan pendamping masih terbatas, sedangkan anggaran belum mampu mendukung seluruh 
kegiatan pencegahan, penjangkauan, dan penyediaan fasilitas pelayanan yang memenuhi 
standar. Ketiga, koordinasi dengan keluarga korban belum berjalan optimal karena masih 
rendahnya komitmen sebagian orang tua dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. 
Kondisi ekonomi keluarga dan rendahnya kesadaran akan hak anak menyebabkan beberapa 
kasus terus berulang meskipun telah dilakukan edukasi dan pendampingan. Oleh karena itu, 
diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, dukungan 
anggaran dan fasilitas, serta penguatan peran keluarga agar implementasi kebijakan KLA 
pada klaster perlindungan khusus anak dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan pendekatan William N. Dunn (2017), 
penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Pekanbaru periode 2022–2024 pada 
klaster perlindungan khusus anak belum berjalan secara optimal. Meskipun indikator 
kecukupan telah menunjukkan hasil yang baik, indikator lainnya masih menghadapi kendala 
dalam pencapaian sasaran perlindungan anak. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DP3APM 
dan UPT PPA disarankan untuk memperkuat sumber daya, memperluas jangkauan layanan, 
meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperkuat pencegahan eksploitasi anak agar 
pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dapat berjalan lebih efektif. 
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